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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kota  Tasikmalaya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Dahulu tinggal di XXXXX Sekarang tinggal

di XXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur  28 tahun,  agama Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat  permohonannya tertanggal  10 Januari

2022 telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Talak yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  lakbok  Kabupaten  Ciamis,  tercatat

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 12 Mei

2014;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di  XXXXX, dan selama

pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri. 

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang

bernama;  

3.1 XXXXX yang lahir di Tasikmalaya tanggal 05-01-2015; 

4. Bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon semula

harmonis, namun pada pertengahan Juli 2021, sudah mulai goyah karena

sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. 

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersbut  memuncak  pada

awal Oktober 2021;  

6. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan: 

1.1 Faktor Ekonomi; 

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

akhirnya pada pertengahan Oktober 2021, Termohon dan Pemohon telah

pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan;  

8. Bahwa  usaha  untuk  mempertahankan  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  ditempuh  dan  diupayakan  melalui

musyawarah  dengan  melibatkan  keluarga,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;  

9. Bahwa atas kejadian tersebut,  Penggugat sudah tidak sanggup

lagi  untuk  hidup  rukun  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  dan

apabila  rumah  tangga  tersebut  dilanjutkan  akan  lebih  banyak  madarat

daripada maslahatnya;  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon  (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  dan

Termohon hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Pemohon  dan  Termohon

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM. tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi tidak

berhasil untuk perceraian dan ada kesepakatan sebagian, sebagai berikut;

1. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah);

3. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama  XXXXX  yang lahir di

Tasikmalaya tanggal 05-01-2015 setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan 

jawaban dan membenarkan surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada agenda pembuktian

Pemohon,  Pemohon  tidak  datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian  juga  dengan  Termohon tidak  datang menghadap  ke

muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan  pertangkaran  disebabkan  faktor  ekonomi  akibatnya  sejak  pertengahan

Oktober  2021 yang lalu  telah  berpisah tempat  tinggal  hingga sekarang dan

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi  apalagi  menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Pemohon,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,

sedang  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangannya  itu  disebabkan  sesuatu

halangan  yang  sah,  oleh  karenanya  sesuai  pasal  124  HIR  permohonan

Pemohon harus dinyatakan gugur;
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Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tmk, gugur. 

2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp

1.040.000,00 satu juta empat puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  22  Maret  2022 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  18  Sya'ban  1443 Hijriyah,  oleh  kami  Nur  Halimah,  S.H.I.

sebagai  Ketua  Majelis,  Fachruddin  Zakarya,  S.H. dan  Muhammad

'Ibadurrohman  Al  Hasyimi,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar

hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti
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Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  50.000,00

3. Panggilan : Rp.   920.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            10.000  ,00  

Jumlah Rp. 1.040.000,00 

(satu juta empat puluh ribu rupiah)
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